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PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR 
JASA KEUANGAN 

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyidikan Tindak 
Pidana di Sektor Jasa Keuangan; 
 

- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 
8 Tahun 1981; UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpu No. 2 
Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2023;  PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 92 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 
2012; 

 
- Peraturan Pemerintah ini mengatur: mengenai sinergi antara Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung 
efektivitas penegakan hukum di sektor jasa keuangan, serta bertujuan untuk 
memberikan panduan bagi Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam 
pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan 
kewenangan Koordinasi serta pengawasan oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia kepada Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan 
tugasnya. Turut diatur juga di antaranya mengenai kewenangan Penyidikan 
Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilaksanakan baik oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia maupun Penyidik Otoritas Jasa Keuangan, 
kewenangan dan tanggung jawab Penyidik Otoritas Jasa Keuangan, 
pelaksanaan Koordinasi dan pengawasan oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia kepada Penyidik Otoritas Jasa Keuangan, pembinaan teknis oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Penyidik Otoritas Jasa 
Keuangan, persyaratan dan kualifikasi Pegawai Tertentu untuk menjadi 
Penyidik Otoritas Jasa Keuangan, serta kode etik Penyidik Otoritas Jasa 
Keuangan. 
  

CATATAN  1. Diundangkan pada tanggal 30 Januari 2023; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


